PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Mengingat :

Menetapkan

1.

2.

NOMOR 38 TAHUN 2010
TENTANG

BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH
UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan
teknologi, dan/atau seni di bidang pertahanan negara perlu
mendirikan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas
Pertahanan Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Hukum
Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4965);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN HUKUM

PENDIDIKAN PEMERINTAH UNIVERSITAS PERTAHANAN
INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia yang
selanjutnya disebut BHPP UNHAN adalah badan hukum pendidikan yang
didirikan oleh Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu

pertahanan.

2. Majelis Wali Amanat adalah organ representasi pemangku kepentingan BHPP
UNHAN yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
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3. Senat Akademik adalah organ representasi dosen BHPP UNHAN yang
menjalankan fungsi pengawasan kebijakan akademik.

4. Dewan Audit adalah organ audit bidang nonakademik BHPP UNHAN yang
menjalankan fungsi audit nonakademik.

5. Rektor adalah pemimpin organ pengelola pendidikan BHPP UNHAN yang
menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan tinggi.

6. Dewan Guru Besar adalah organ BHPP UNHAN yang menjalankan fungsi
perumusan etika akademik dan keikutsertaan dalam menjaga kebebasan
akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

7. Tridharma Perguruan Tinggi adalah pelayanan BHPP UNHAN kepada
masyarakat melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

9. Kementerian Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian
adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan nasional.

10.Kementerian Pertahanan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan negara.

11.Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang
pendidikan nasional.

12.Menteri Pertahanan adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di
bidang pertahanan negara.

13.Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima
adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah
Universitas Pertahanan Indonesia.

BAB Il
ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu
Nama, Tempat Kedudukan, Tujuan, dan Prinsip

Pasal 3
(1)Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama BHPP UNHAN.
(2) Tempat kedudukan BHPP UNHAN adalah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4

Tujuan BHPP UNHAN adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni di bidang pertahanan dengan menerapkan otonomi
perguruan tinggi.
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Pasal 5

(1) BHPP UNHAN mengelola dana secara mandiri didasarkan pada prinsip nirlaba,
yaitu prinsip menjalankan kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba,
sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan BHPP UNHAN, harus
ditanamkan kembali ke dalam BHPP UNHAN untuk meningkatkan kapasitas
dan/atau mutu layanan pendidikan.

(2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh BHPP UNHAN
didasarkan pada prinsip:

a.

b.

otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan
secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun nonakademik;
akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk
mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum
pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang

relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku
kepentingan;

. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan

pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara
berkelanjutan;

. layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan

pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan,
terutama mahasiswa;

akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal
kepada calon mahasiswa dan mahasiswa, tanpa memandang latar belakang
agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya;

. keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai

perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama,
ras, etnis, dan budaya;

. keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan

formal kepada mahasiswa secara terus-menerus, dengan menerapkan pola
manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan;

partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara;

kehormatan, yaitu kemampuan menghindarkan diri dari perbuatan tercela
dan tidak bertanggungjawab dalam mengelola pendidikan dan mengikuti
proses pembelajaran;

kebanggaan, yaitu rasa bangga sebagai insane pertahanan yang berada
pada lini terdepan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pertahanan
demi tujuan pertahanan negara;

disiplin, yaitu ketaatan yang tinggi terhadap peraturan dalam pengelolaan
pendidikan maupun bagi mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran;

.berpandangan jauh kedepan, yaitu kemampuan melihat jauh ke depan dalam

menegakkan kedaulatan negara berdasarkan wawasan dan keilmuan; dan

. pembinaan tradisi dialogis, yaitu menanamkan sikap untuk menghormati dan

menghargai pendapat orang lain dalam kehidupan akademik.
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Bagian Kedua
Ciri Khas, Ruang Lingkup Kegiatan,
dan Jangka Waktu Berdiri

Pasal 6

Ciri khas BHPP UNHAN adalah:

a.

badan hukum pendidikan dalam bidang ilmu pertahanan yang didirikan oleh

Pemerintah untuk menyiapkan insan pertahanan yang:

1. memiliki watak dan karakter sesuai dengan profesi pertahanan yang
menjunjung tinggi identitas, nasionalisme dan integritas ke-Indonesia-an
serta nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. memiliki kemampuan akademik dalam ilmu pertahanan, yang diabdikan pada
upaya untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

3. memiliki  keterampilan dalam menerapkan ilmu pertahanan dan
menyelesaikan masalah strategis; dan

4. menjunjung tinggi norma dan budaya di lingkungan Tentara Nasional
Indonesia dan Kementerian Pertahanan.

. memiliki visi dan misi sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga;

dan

memiliki lambang, bendera, cap, himne, dan busana akademik sebagai atribut
jati diri, yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan dalam anggaran rumah
tangga.

Pasal 7

Ruang lingkup kegiatan BHPP UNHAN adalah:

a.

menyelenggarakan  kegiatan pembelajaran ilmu  pertahanan  untuk
memberdayakan mahasiswa dengan mengembangkan isi pembelajaran dan
relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan pertahanan negara melalui
Tridharma Perguruan Tinggi, berdasarkan Sistem Pendidikan Pertahanan
Negara dan Sistem Pendidikan Nasional;

. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memajukan ilmu

pertahanan, yang hasilnya dipublikasikan dan dimanfaatkan sebagai sumber
belajar dalam proses pembelajaran, dan/atau diterapkan dalam pengabdian
kepada masyarakat melalui bidang pertahanan negara;

melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan
masyarakat berbasis pembelajaran dan penelitian dalam bidang pertahanan
negara; dan

. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, melalui
program sarjana dan pascasarjana.

Pasal 8

BHPP UNHAN didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
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Bagian Ketiga
Struktur dan Tata Kelola Organisasi

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) BHPP UNHAN memiliki organ sebagai berikut:

a.

b
c
d
e

Majelis Wali Amanat;
Senat Akademik;
Dewan Audit;
Pengelola; dan
Dewan Guru Besar.

(2) Struktur organisasi dan hubungan antarorgan BHPP UNHAN diatur lebih lanjut
dalam anggaran rumah tangga.

(3) Peraturan BHPP UNHAN tersusun dalam hierarki sebagai berikut:

a.
. Peraturan Presiden;

Q "0 oo

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Menteri;

. Peraturan Majelis Wali Amanat tentang anggaran rumah tangga;
. Peraturan Majelis Wali Amanat;

Peraturan Rektor; dan

. Peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin yang diangkat

oleh Rektor yang muatan dan hierarkinya diatur dalam anggaran rumah
tangga.

Paragraf 2
Majelis Wali Amanat

Pasal 10

(1) Majelis Wali Amanat merupakan organ representasi pemangku kepentingan
yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.

(2) Tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat:

a.

b.
C.
. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima)

menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar untuk diusulkan
sebagai Peraturan Pemerintah;

menetapkan anggaran rumah tangga dan perubahannya;
menyusun dan menetapkan kebijakan umum;

tahun dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor;

. menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun dan/atau perubahannya yang

diusulkan Rektor;

menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan dan/atau perubahannya
yang diusulkan Rektor;

. mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan Anggota

Senat Akademik;

. mengangkat dan memberhentikan Ketua serta Anggota Dewan Audit;

mengangkat dan memberhentikan Rektor;
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